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 BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM
Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan petunjuk teknis pelaporannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. 
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Susunan, Kedudukan, Tugas dan fungsi diatur sebagaimana pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara  Nomor 51 Tahun 2016 tentang  kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. 

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam bentuk program/kegiatan dan ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 serta sebagai alat untuk mengontrol perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara di tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan juga sebagai media untuk menyampaikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) lainnya secara transparan.
Target kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026. Perencanaan strategi ini telah dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja menjabarkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategi dalam tahun yang bersangkutan dan strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai kinerja Sekretariat DPRD dalam periode tertentu. Penilaian kinerja dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja.
Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi ini dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja akan merekam realisasi dan membandingkan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan semula serta menilai kinerja yang telah dihasilkan. Hasil pengukuran kinerja dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja yang dituangkan dalam pelaporan kinerja.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2016 Sekretaris DPRD mempunyai tugas yakni menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. 
Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

· Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

· Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

· Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 

· Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.
B.
LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri 54/2010 Tentang Tatacara Musrenbang;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revie atas Laporan Kinerja.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tipe C.
C.
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN DI SEKRETARIAT DPRD

C.1. 
URAIAN TUGAS  DAN  FUNGSI BAGIAN UMUM
Bagian umum mempunyai  fungsi :

a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;

d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

e. Penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan; dan
f. 
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian umum terdiri atas:

a.   Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan
b.   Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Masing-masing Sub Bagian di Pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
1. 
Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan, menelitii dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;

c. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;

d. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian

e. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;

f. Mengusulkan penerima penghargaan, Cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan ASN;

g. Membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

h. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan pakta integritas ASN dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

i. Membuat dan menyususn laporan kegiatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
 2. 
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan rapat DPRD secara internal dan eksternal;

c. Merencakan dan melaksanakan kebutuhan barang/unit;

d. Melaksanakan pengadaan, usul penghapusan barang, gedung dan rumah jabatan serta peralatan rumah tangga lainnya;

e. Melaksanakan pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan barang dan membuat daftar inventaris barang/kartu inventaris barang;

f. Melaksanakan, memfasilitasi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan , keindahan, keamanan kantor dan rumah dinas; 

g. Memfasilitasi pelayanaan kesehatan;

h. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

C.2.
URAIAN TUGAS  DAN  FUNGSI BAGIAN PERSIDANGAN
Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas ;

d. Penyelenggaraan urusan persidangan dan risalah;

e. Penyelenggaraan urusan perundang-undangandan penyerapan aspirasi masyarakat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Bagian Persidangan terdiri atas:

a.   Sub Bagian Persidangan dan Risalah
b.  
Sub Bagian Perundang-Undangan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian.
1.   Sub Bagian Persidangan dan Risalah, mempunyai  tugas :

a. Menyiapkan dukungan administrasi persidangan dan rapat-rapat lainnya;

b. Menyiapkan pemandu acara, tata tempat persidangan dan rapat-rapat lainnya

c. Menyusun rencana agenda dan scenario rapat;

d. Mengikuti dan memfasilitasi acara persidangan, rapat-rapat DPRD serta merekam, mencataat, dan membukukannya;

e. Membuat risalah, notulen, kesimpulan;

f. Menghimpun dan menginventarisir biodata dan membuat kartu anggota DPRD;

g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

h. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,
2.
Sub Bagian Perundang-Undangan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas;

a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan, menyusun, meneliti, dan mengordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

c. Menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian untuk perumusan peraturan daerah, inisiatif DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD;

d. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum;

e. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah;

f. Mengatur penerimaan delegasi serta pengaduan masyarakat untuk menjadi bahan bahasan DPRD;

g. Memfasilitasi penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

h. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
C.3.
URAIAN TUGAS  DAN  FUNGSI BAGIAN KEUANGAN
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. Penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;

d. Penyelenggaraan urusan penyusunan program anggaran dan pelaporan;
e. Penyelenggaraan urusan verifikasi dan pembayaran; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
Bagian keuangan terdiri atas :
a.
Sub Bagian Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
b.
Sub Bagian Verifikasi dan Pembayaran
Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian

1. Sub Bagian Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan mempunyai 
tugas

a. Mengoordinasikan peyusunan program dan anggaran RENSTRA, RENJA, dan EPPA, LKPJ, LPPD, RPJMD, L-KIP dan dokumen perencanaan lainnya;

b. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;

c. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerjan dan keuangan dokumen laporan kinerja dan keuangan lainnya;

d. Menyusun dan melakukan usul RKA, DPA SKPD dan perubahannya;

e. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas;

f. Menyiapkan pengembangan system dan prosedur akuntansi
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembayaran mempunyai tugas

a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan verifikasi keuangan dan pengarsipan dokumen lainnya;

c. Melaksanakan evaluasi dan penatausahaan keuangan;

d. Melaksanakan administrasi pembukuan;

e. Melaksanakan perbendaharaan;

f. Membuat daftar gaji;

g. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
D. 
KEKUATAN SUMBER DAYA ORGANISASI
D.1.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh personil/SDM sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang yang terdiri atas Pegawai (PNS/CPNS) sejumlah 159 (Delapan Puluh Tujuh) orang dan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) sejumlah 71 (tujuh puluh satu) orang dengan komposisi penjelasan sebagai berikut :
D.1.a.  Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang 

Tabel D.1.a.  Distribusi Pegawai
Berdasarkan Eselon dan Golongan Ruang Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	No
	Eselon
	Golongan Ruang
	Jlh org

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	
	
	A
	b
	c
	d
	a
	B
	c
	d
	A
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	D
	

	1.
	Eselon I.a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Eselon I.b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Eselon II.a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	4.
	Eselon II.b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Eselon III.a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	3

	6.
	Eselon III.b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Eselon IV.a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1

	8.
	Eselon IV.b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Eselon V.a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Eselon V.b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Fungsional disetarakan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	-
	-
	-
	4

	12.
	Staf
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	8
	10
	16
	12
	13
	2
	-
	-
	-
	67

	
	Jumlah :
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	8
	10
	16
	13
	15
	6
	1
	-
	1
	76


Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
D.1.b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No.
	Uraian
	Pendidikan
	Jumlah (orang)

	
	
	SD
	SLTP
	SLTA
	D1
	D2
	D3
	S1
	S2
	S3
	

	1.
	Eselon IIa
	
	
	
	
	
	
	
	1
	-
	1

	2.
	Eselon IIIa
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	-
	3

	3.
	Eselon Iva
	
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	1

	4.
	Fungsional disetarakan
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	-
	4

	5.
	Staf
	
	
	24
	
	1
	5
	35
	2
	-
	67

	6.
	Outsource
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	Jumlah :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
D.1.c. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan 
Penjejangan 

	No.
	Uraian
	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat

	Keterangan

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	Eselon IIa
	
	1
	1
	1
	

	2.
	Eselon IIIa
	
	
	2
	3
	

	3.
	Eselon IVa
	
	
	
	1
	

	4.
	Fungsional disetarakan
	
	
	
	3
	

	5.
	Staf
	
	
	
	-
	

	
	Jumlah 
	
	1
	3
	8
	


Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

D.2.
Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dikelompokkan dalam 2 (Dua) kelompok yaitu : 1) sarana dan prasarana di Gedung DPRD, dan 2) kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD.
D.2.a. Sarana dan Prasarana di Gedung DPRD

Sarana dan prasarana di Gedung DPRD terdiri dari ruang rapat dan ruang kerja alat kelengkapan dewan dan ruang lainnya yang berjumlah 108 sarana/prasarana.
Tabel D.2.a. Fasilitas Ruangan di Gedung DPRD
	No.
	Fasilitas
	Jumlah
	Keterangan

	1.
	Ruang Rapat Paripurna
	1
	Baik

	2.
	Ruang Kerja Pimpinan Dewan
	4
	Baik

	3.
	Ruang Rapat Pimpinan Dewan
	4
	Baik

	4.
	Ruang Rapat Badan Musyawarah
	1
	Baik

	5.
	Ruang Rapat Serbaguna
	1
	Baik

	6.
	Ruang Rapat Baperda
	1
	Baik

	7.
	Ruang Kerja Anggota Dewan
	41
	Baik

	8.
	Ruang Fraksi
	6
	Baik

	9.
	Ruang VIP
	2
	Baik

	10.
	Ruang Badan Kehormatan 
	1
	Baik

	11.
	Ruang Rapat Komisi
	4
	Baik

	12.
	Poliklinik
	1
	Baik

	13.
	Musholla
	1
	Baik

	14.
	Ruang Olahraga
	1
	Baik

	15.
	Ruang KIAD
	1
	Baik

	16.
	Garasi
	4
	Baik

	17.
	Ruang Genset
	1
	Baik

	18.
	Lahan Parkir Mobil/Motor
	2
	Baik

	19.
	Gedung Arsip
	1
	Baik

	20.
	Ruang PPID
	-
	

	21.
	Ruang Koperasi
	-
	

	22.
	Ruang Wartawan
	1
	Baik

	23.
	Ruang Konfrensi Pers
	-
	Baik

	24.
	Transportasi Vertikal (Lift)
	2
	Baik

	
	Jumlah :
	83
	Baik


Sumber data : Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan

D.2.b. Sarana dan Prasarana di Ruang Sekretariat DPRD

	No.
	Fasilitas
	Jumlah
	Keterangan

	1.
	Ruang Sekretaris DPRD
	1
	Baik

	2.
	Ruang Kerja Kepala Bagian 
	3
	Baik

	3.
	Ruang Kerja Kepala Sub Bagian dan Staf
	
	Baik

	4.
	Ruang Rapat Sekwan
	1
	Baik

	5.
	Perpustakan 
	1
	Baik

	6.
	Gudang Alat Tulis Kantor
	2
	Baik

	7.
	Gudang Inventaris
	3
	Baik

	8.
	Pos Penjaga 
	2
	Baik

	9.
	Tempat Parkir Mobil/Motor
	2
	Baik

	10.
	Ruang Genset
	1
	Baik

	11.
	Cafe
	2
	Baik

	12.
	Ruang Bendahara
	1
	Baik

	
	Jumlah :
	26
	Baik


Sumber data : Sub Bag Penyusunan Program dan Perlengkapan
D.2.c.  Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD

	No.
	Fasilitas
	Jumlah (unit)
	Keterangan

	1.
	Sedan MPV Alphard
	1
	Baik

	2.
	Sedan Toyota Camry
	3
	Baik

	3.
	Toyota Kijang Innova
	3
	Baik

	4.
	Toyota Fortuner
	1
	Baik

	5.
	Toyota Hi Ace
	4
	Baik

	6.
	Pick Up (Roda 4)
	2
	Baik

	7.
	Sepeda Motor (Roda 2)
	16
	Baik

	8.
	Toyota Rush
	9
	Baik

	9.
	Nissan Livina
	1
	Baik

	10.
	Toyota Avanza
	1
	Baik

	11.
	Nissan X-Trail
	2
	Baik

	12.
	Jumlah :
	43

	Baik


Sumber data : Sub Bag Penyusunan Program dan Perlengkapan
E. 
STRUKTUR ORGANISASI 
         Diagram E.1.













F. ASPEK STRATEGIS

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni, kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan teknis, administrasi dan dukungan keahlian serta untuk memenuhi penyesuaian peran dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara maka perlu adanya penyesuaian pada organisasi Sekretariat DPRD yang mengharuskan Sekretariat DPRD untuk beradaptasi secara reaktif dan proaktif terhadap perubahan kebutuhan Dewan, dengan konsekuensi penyesuaian dengan lingkungan internal dan eksternal dalam menghadapi perubahan secara optimal untuk memberikan pelayanan prima kepada DPRD.
Langkah-langkah strategis dapat dilakukan melalui :

1. Berupaya memenuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli;

2. Meningkatkan komitmen dalam penyelesaian tugas personal dan lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan kinerja Dewan secara optimal;

3. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima;
4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;

5. Jadikan keberadaan tata tertib dan kode etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam menetapkan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
6. Mengembangkan budaya yang menjujung tinggi nilai dan norma; 

7. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi;
8. Tingkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

9. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

10. Tingkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;

11. Tempatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya;
12. Optimalisasikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
G.
ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi  untuk memberikan dukungan teknis, administrasi dan dukungan keahlian serta untuk memenuhi penyesuaian peran dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan ada beberapa isu strategis dalam hal Sebagai berikut :
1. Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Ranperda, Peraturan dan Keputusan;

2. Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;

3. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur penyelenggaraan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian;

4. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan progam dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan progam, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta peningkatan kualitas monitoring evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

5. Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.

6. Penggunaan dana APBD yang belum dikelolah secara maksimal.
7. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi masih lemah.
8. Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum maksimal.
9. Budaya kerja dan motivasi kerja aparatur masih rendah.
10. Masih adanya staf yang belum mampu menguasai Teknologi Informasi.
11. Masih adanya informasi kegiatan dan kinerja DPRD yang belum proporsional.
H.
RUMUSAN ISU STRATEGIS
Rumusan isu strategis ini untuk mengatasi isu strategis yang ada dengan cara Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD dan Meningkatnya proses pengambilan keputusan yang mengakomodir kepentingan masyarakat.
I.
TUJUAN LAPORAN
Penyajian laporan ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam mengelola sumber daya aparatur serta kebijakan yang dibuat berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan melalui laporan secara akuntabel sebagai alat pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan dapat bermanfaat dalam :

a. Mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Menjadikan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara lebih akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

c. Menjadikan evaluasi dan masukan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kinerjanya guna memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat dengan lebih baik.
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis.
RKT Tahun 2022 merupakan dokumen tahunan yang digunakan sebagai dasar Perjanjian Kinerja (PK) antara Gubernur Sulawesi Utara dan Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2022 untuk berkomitmen bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara sanggup merealisasikan kinerja strategisnya dan diketahui oleh Gubernur.  RKT juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan telah disahkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. 
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 - 2026
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD agar mampu memenuhi tuntutan lingkungan strategis secara global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Pemerintah. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, akan dapat menyelaraskan visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026.
Sebagaimana RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026 ditempuh melalui tujuh misi yaitu “ Terwujudnya Sulawesi Utara yang Berdikari dalam Ekonomi Berdaulat dalam Politik dan Berkepribadian dalam Budaya terdiri atas :

a. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sector pertanian dan sumberdaya kematiriman serta mendorong sector industry dan jasa
b. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan bedaya saing.
c. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing
d. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju
e. Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
f. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Timur
g. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Sasaran RPJMD “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya” yang akan dilaksanakan melalui  program SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu “Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”. 
A.1
Indikator Kinerja Utama 

Untuk melihat konsistensi antara tujuan dan sasaran beserta indikatornya, dapat dilihat pada table berikut :
      Tabel 2.1. Matrik hubungan antara tujuan dan sasaran

	NO.
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA UTAMA

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	1. Persentase Pelaksanaan Tugas Fungsi dan DPRD
2. Pengambilan Keputusan DPRD


A.2
Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program/kegiatan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2026 menjadi acuan bagi kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Adapun strategi yang dilakukan adalah:
“Meningkatkan dukungan bagi peningkatkan kapasitas/kinerja DPRD” yang dilakukan antara lain melalui:
1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Menjadikan keberadaan tata tertib dan kode etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
Sedangkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pimpinan dan anggota DPRD” yang dijabarkan antara lain melalui :
1. Peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 

2. Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD;
3. Peningkatan tertib administrasi kesekretariatan DPRD.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjadi acuan bagi pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Indikator Sasaran Sekretariat DPRD adalah :
Tabel 2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)
	TARGET

	Meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	1. Persentase Pelaksanaan Tugas Fungsi dan DPRD
2. Pengambilan Keputusan DPRD
	100%


B.1. Program dan Kegiatan


Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas sesuai dengan indikator kinerja beserta targetnya, maka disusun program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Program Utama :
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; 

Program Prioritas / Program utama bertujuan untuk menfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dengan melakukan antara lain :

a. Melakukan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah;

b. Melakukan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah / Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama;

c. Melakukan Rapat-rapat dan hearing/dialog Alat Kelengkapan Dewan;

d. Melakukan Rapat-rapat paripurna;

e. Melakukan Kegiatan reses;

f. Melakukan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;

g. Mendorong Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;

h. Melakukan Sosialisasi peraturan per-undang-undangan;
i. Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
j. Publikasi Kegiatan DPRD
B.2. Program Penunjang :
Program penunjang bertujuan untuk menunjang program utama / program prioritas untuk kegiatan DPRD dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
i. Fasilitasi Keprotokolan
j. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
k. Layanan Administrasi DPRD
C. PERJANJIAN KINERJA 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a
:
GLADY N. L. KAWATU, SH, M.Si
J a b a t a n
:
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI UTARA.
Selanjutnya disebut pihak pertama,

N a m a
:
OLLY DONDOKAMBEY, SE
J a b a t a n
:
GUBERNUR SULAWESI UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Perjanjian Kinerja tersebut menjanjikan daftar kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala SKPD dalam satu tahun anggaran 2022, dan ditetapkan dalam lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut:
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROV. SULAWESI UTARA TAHUN 2022
Tabel 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA
	No.
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1
	2
	3
	4

	1
	Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara


	Persentase pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD


	100%

	
	
	Pengambilan Keputusan DPRD
	11 Keputusan

	
	
	Persentase Pembahasan Naskah Akademik RANPERDA.
	100%

	
	
	Persentase Pembahasan RANPERDA yang difasilitasi.
	100%

	
	
	Persentase Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang mendukung peningkatan kapasitas DPRD.
	100%

	
	
	Presentase Penerimaan Aspirasi yang difasilitasi Sekretariat DPRD.
	100%

	
	
	Persentase Rapat – Rapat dan Kunjungan Kerja DPRD yang difasilitasi.
	100%


	No.
	KEGIATAN
	ANGGARAN


	1.
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
	
Rp.
79.251.560.997,00

	2.
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	
Rp.  
24.478.733.438,00


	Pihak Kedua

GUBERNUR SULAWESI UTARA
OLLY DONDOKAMBEY, SE
	Manado,      Januari 2022
Pihak Pertama

SEKRETARIS DPRD

   GLADY N. L. KAWATU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.  19671223 199203 2 007


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, pimpinan kolektif atau dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja merupakan dasar penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran dimaksud, adalah hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja  Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing Kelompok Indikator Kegiatan dan Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing- masing Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan target kinerja yang telah ditentukan, dilakukan dengan cara membandingkan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara) di Tahun 2022. 
Pengukuran capaian kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini digunakan rumus :


Klasifikasi Penilaian terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama dilakukan penilaian seperti tabel berikut :
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja
	No
	Klasifikasi Penilaian
	Kategori

	1
	90 s/d ˃ 100 %
	Sangat Baik

	2
	90 s/d ˂ 100 %
	Baik

	3
	80 s/d ˂ 90 %
	Cukup Baik

	4
	60 s/d ˂ 80 %
	Sedang

	5
	0 s/d ˂ 60 %
	Gagal


Capaian Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2022 sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra Tahun    2022-2026 dijelaskan sebagai berikut : 
1.  Sasaran strategis 1
Meningkatkan Kualitas Pelayanan TerhadapDPRD Dengan 3 indikator kinerja yaitu :


Tabel 3.2. Target dan Realisasi Tahun 2022
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	HASIL CAPAI (%)

	1
	2
	3
	4

	 Persentase Pembahasan Naskah Akademik RANPERDA
	100%
	100%
	100%

	Persentase Pembahasan RANPERDA yang difasilitasi
	100%
	70%
	70%

	 Persentase Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang mendukung Peningkatan kapasitas DPRD

	100%

	100%
	100%



· Persentase Pembahasan Naskah Akademik RANPERDA
Berdasarkan Keputusan DPRD Sulawesi Utara Tahun 2022 Tentang Program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Terdiri dari RANPERDA Prakarsa Gubernur Sulawesi Utara ditetapkan 6 RANPERDA, untuk RANPERPDA Prakarsa DPRD Sulawesi Utara ditetapkan 5 RANPERDA serta 3 RANPERDA Komulatif Terbuka yang wajib dilaksanakan setiap Tahun Anggaran. selama Tahun 2022 layanan telah ditetapkan 7 RANPERDA Prakarsa Gubernur Sulawesi Utara dan 5 RANPERDA Komulatif terbuka, yang masih dalam tahap pembahasan DPRD ada 3 RANPERDA.
· Persentase Pembahasan RANPERDA yang difasilitasi
Dalam pelaksanaan kegiatan Pembahan Ranperda Walaupun terjadinya banyak hambatan dalam pelaksanaan kegiatan rapat – rapat namun dari Sekretariat DPRD berusaha memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menggunakan jaringan teknologi seperti rapat secara online sehingga tidak banyak mempengaruhi kegiatan pembahasan RANPERDA DPRD tetap disesuaikan dengan jadwal agenda AKD sesuai dengan RKT yang diusulkan oleh setiap AKD.
· Persentase Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang mendukung peningkatan kapasitas DPRD
Sebagaimana tabel diatas diketahui bahwa, perolehan angka capaian kinerja dalam menghasilkan kualitas pelayanan terhadap DPRD dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di tahun 2022 dengan rata-rata sebesar 100%, dari target menghasilkan kualitas pelayanan terhadap DPRD dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di tahun 2022 sebesar 100% sehingga realisasi target yang dicapai di tahun 2022 sebesar 100% atau sudah baik. Selama tahun 2022 Sekretariat DPRD dapat menyediakan kelompok pakar atau Tim ahli sebanyak 5 orang.
Tabel 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi 2022 dan target Renstra 2022
	INDIKATOR KINERJA
	TAHUN 2022
	TAHUN 2022

	
	Target
	Realisasi
	Target Renstra
	Realisasi

	Persentase Pembahasan Naskah Akademik RANPERDA
	100%
	100 %
	1 Dok
	1 Dok


	Persentase Pembahasan RANPERDA yang difasilitasi
	100%
	70%
	100%
	100%

	 Persentase Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang mendukung Peningkatan kapasitas DPRD

	100%
	100%
	12 org
	12 org


Sebagaimana tabel diatas diketahui bahwa, perolehan angka capaian kinerja dalam menghasilkan kualitas pelayanan terhadap DPRD dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di tahun 2022 dan Renstra 2022, hal ini mengalami perubahan karena penyusunan target ini sudah keluar sebelum penyusunan Renstra dan menyesuaikan sesuai dengan Renstra yang ada sehingga ada peraturan terbaru mengenai permendagri 050 Tahun 2022 yang berubah dan dengan rata-rata sebesar 85%, dari target menghasilkan kualitas pelayanan terhadap DPRD dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di tahun 2021 sebesar 100% sehingga realisasi target yang dicapai di tahun 2021 sebesar 85% atau sudah baik.
Tabel 3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasis 2021 dan 2022
	INDIKATOR KINERJA
	TAHUN 2021
	TAHUN 2022

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	 Persentase Pembahasan Naskah Akademik RANPERDA
	100%
	80%
	100%
	85%

	Persentase Pembahasan RANPERDA yang difasilitasi
	100%
	36.36%
	100%
	21.05%

	 Persentase Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang mendukung Peningkatan kapasitas DPRD

	100%
	100%
	100%
	100%



Perbandingan target dan realisasi kinerja 2020 dan 2021 sampai dengan tahun 2022 yang secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah pada table di atas, hanya ada beberapa target capayan yang belum terpenuhi hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan pada indikator kinerja yang disebabkan adanya perubahan regulasi nomenklatur perangkat daerah. Secara keseluruhan pencapaian realisasi kinerja sampai pada tahun 2022 dapat dirat-ratakan sebersar 85%.
2.  Sasaran strategis 2

Meningkatnya Proses Pengambilan Keputusan Yang Mengakomodir Kepentingan Masyarakat
Tabel 3.3. Target dan Realisasis Tahun 2022
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	CAPAIAN 2022
	KATEGORI

	1
	2
	3
	4

	 Persentase Penerimaan Aspirasi yang difasilitasi Sekretariat DPRD

	100%

	95%

	Sangat Baik


	Persentase Rapat – Rapat dan Kunjungan Kerja DPRD yang difasilitasi 
	100%
	100%
	Sangat Baik


· Persentase Penerimaan Aspirasi yang difasilitasi Sekretariat DPRD
Sebagaimana diketahui capaian Persentase penerimaan aspirasi Masyarakat secara tertulis maupun langsung kepada Anggota DPRD pada Tahun 2022 dapat dikatakan Sangat Baik, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan tahun 2022 pandemi covid-19 sudah menjadi endemi sehingga rapat – rapat Promperda bisa maksimal. 

· Persentase Rapat – Rapat dan Kunjungan Kerja DPRD yang difasilitasi
Capaian  Persentase dalam melaksanakan kegiatan rapat – rapat dan kunjungan kerja DPRD dilihat sangat baik dalam mendapingi dan memfasilitasi Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan tersebut, begitu pula Sekretariat dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dimana tempat pelaksanaan rapat maupun kunjungan kerja DPRD sesuai dengan substansi dan kebutuhan dari tindak lanjut aspirasi dari masyarakat maupun rapat - rapat dengar pendapat Bersama dengan SKPD terkait.
Tabel 3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasis 2021 dan 2022
	INDIKATOR KINERJA
	TAHUN 2021
	TAHUN 2022

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	 Persentase Penerimaan Aspirasi yang difasilitasi Sekretariat DPRD


	100%
	95%
	100%
	95%

	Persentase Rapat – Rapat dan Kunjungan Kerja DPRD yang difasilitasi 
	100%


	100%


	100%


	100%





Sebagaimana diketahui pencapaian layanan hearing/ Rapat Dengar Pendapat Komisi dangan Mitra Kerja DPRD/ Masyarakat dalam rangka Pengawasan serta penerimaan aspirasi masyarakat secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan belum berjalan dengan baik, dikarenakan diketahui Tahun 2020 pandemi covid-19  masih melanda dunia termasuk didalamnya bangsa indonesia, Hal ini berimbas terhadap ekonomi, pembatasan aktivitas dan juga pembatasan pertemuan – pertemuan yang melibatkan banyak orang.
Tabel 3.3.2 Perbandingan Target dan Realisasis 2019 dan 2020
	INDIKATOR KINERJA
	TAHUN 2019
	TAHUN 2020

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	 Persentase Penerimaan Aspirasi yang difasilitasi Sekretariat DPRD


	100%

	100%
	100%
	100%

	Persentase Rapat – Rapat dan Kunjungan Kerja DPRD yang difasilitasi 
	100%


	100%


	100%


	100%




Sebagaimana diketahui pencapaian layanan hearing/ Rapat Dengar Pendapat Komisi dangan Mitra Kerja DPRD/ Masyarakat dalam rangka Pengawasan serta penerimaan aspirasi masyarakat secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan untuk Tahun 2019 dapat dikatakan Baik.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun
2022 Dengan tahun 2021.

Apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2022 dengan prosentase capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 82,75% dan prosentase capaian kinerja Tahun 2022  secara keseluruhan sebesar 91.06%, maka angka indeks capaian kinerja Sekretariat DPRD ditahun 2022 naik sebesar 8,31%. Kenaikan capaian kinerja ini dianggap signifikan ini antara lain disebabkan karena upaya sekretaiat DPRD dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan utamanya dalam hal :

a. Pelayanan pelaksanaan ketatausahaan

b. Penyediaan sarana dan prasarana

c. Pelayanan pelaksanaan keamanan gedung 

d. Pelayanan pelaksanaan kebersihan gedung

e. Kecepatan pelayanan makanan dan minuman

f. Kualitas makanan dan minuman

g. Pelayanan pada kegiatan pimpinan DPRD dalam acara resmi dan kenegaraan

h. Pelayanan dalam penyiapan rancangan jadwal persidangan

i. Penyiapan bahan rapat-rapat

j. Pelayanan terhadap rencana kunjungan kerja DPRD

k. Penyusunan notulen rapat

l. Fasilitasi terhadap aspirasi masyarakat

m. Penyiapan laporan kinerja tahunan DPRD

n. Fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja

o. Kecepatan pelayanan kegiatan AKD

p. Kecepatan pelayanan terkait hubungan dengan pihak terkait yang dibutuhkan AKD

q. Pengelolaan keuangan DPRD

r. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan

s. Kecepatan ketersediaan anggaran kegiatan DPRD

t. Fasilitasi pengumpulan data dan pembuatan Perda dan produk hukum DPRD

u. Fasilitasi penyimpanan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya

v. Fasilitasi pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD

w. Pelayanan penyiapan surat Kunker LN AKD

x. Pelayanan publikasi kegiatan DPRD
5.
Analisa Penyebab  Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan

Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi.

Secara umum disampaikan bahwa pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi Kinerja pada perjanjian kinerja mencapai angka diatas 90% atau dalam kategori Baik. Adapun keberhasilan dalam pencapaian realisasi kinerja Sekretariat DPRD tidak lepas kinerja Pimpinan yang secara langsung ataupun tidak langsung membimbing dan mengarahkan serta sinergitas antara Pimpinan dan Staf baik melakukan koordinasi dan konsultasi secara Vertikal, Horisontal serta Diagonal dan melibatkan partisipasi masyarakat (Parpol dan Organisasi masyarakat) serta DPRD dalam membangun kerjasama tim. 

Disadari pula bahwa dalam pencapaian realisasi kinerja Sekretariat DPRD tidak lepas dari berbagai kekurangan yang ada, yang mengakibatkan ketidakpuasan dalam memberika layanan terhadap kinerja tugas dan fungsi DPRD. Adapun solusi yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada adalah memohon petujuk serta melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyempurnaan layanan Sekretariat DPRD.
6.  Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang ada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah :
a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Hak memperoleh tiket Bisnis Class, ketika melaksanakan tugas hanya menggunakan tiket Ekonomi Class.
b. Dalam pelaksanaan Reses Anggota DPRD, ada beberapa Anggota DPRD yang melaksanakan Reses tapi tidak menggunakan dana pelaksanaan Reses. Pelaksanaan Reses dilakukan dengan menjaring aspirasi dengan mengunjungi rumah-rumah warga dan melaksanakan perkumpulan kecil.

c. Sistem pengelolaan Cleaning Service yang dulunya dilakukan dengan system kontrak, pada tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan swakelola.
d. Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan Anggaran Sebesar Rp. 99.778.217.000,00 dengan mengangani 2 Program, 19 Kegiatan, 72 Sub Kegiatan dan dengan Jumlah 45 Anggota DPRD, 78 ASN, 163 THL, 9 Cleaning Service, 6 Security.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .
Dalam rangka merealisasikan capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana target yang telah ditentukan, maka program/ Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tolok ukur bagi keberhasilan/ Kegagalan atau Pencapaian/Penurunan capaian indikator yang diharapkan. Program/kegiatan merupakan rangkaian rencana aksi/kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan potensi anggaran yang diterima untuk mendukung kinerja DPRD Sulawesi Utara sesuai dengan fungsinya. 
Adapun proyeksi program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022 untuk mencapai capaian kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.5 Program/Kegiatan dan Proyeksi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Provinsi  Sulawesi Utara Tahun 2022
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

	 APBD Tahun 2022
	Realisasi Anggaran Tahun 2022
	%    Capaian
	Lebih / (Kurang)

	
	
	
	
	

	2
	3 
	4 
	5
	6 

	Fasilitasi Keprotokolan
	195.045.925,00
	175.119.987,00
	89.78 
	19.926.118,00

	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
	120.951.130,00
	101.176.930,00
	83.65
	19.774.200,00

	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
	74.094.975,00
	73.943.057,00
	99.80
	151.918,00

	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	74.452.200,00
	73.017.150,00
	99.34
	1.665.050,00

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	36.972.600,00
	36.669.250,00
	99.18
	303.350,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.611.200,00
	5.504.000,00
	99.42
	1.107.200,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	7.748.000,00
	7.725.000,00
	99.70
	23.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	9.140.500,00
	9.255.500,00
	99.89
	115.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	10.044.000,00
	9.985.000,00
	99.41
	59.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3.935.900,00
	3.878.400,00
	98.54
	57.500,00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	876.980.698,00
	859.740.126,00
	98,03
	17.240.572,00

	Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN
	11.363.938.801
	9.100.758.280
	80.88
	2.263.180.521,00

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	148.588.000,00
	148.331.737,00
	99,83
	256.263,00

	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	232.863.700,00
	220.497.900,00
	94,69
	12.365.800,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.935.900,00
	3.885.900,00
	98,73
	50.000,00

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	56.582.000,00
	50.469.500,00
	89,20
	6.112.500,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
	6.112.500,00
	12.223.600,00
	98,68
	164.000,00

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	2.660.000,00
	2.620.000,00
	98.50
	40.000,00

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	74.456.940,00
	67.141.944,00
	99,52
	7.314.996,00

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	23.563.700,00
	21.524.054,00
	91,34
	2.039.646,00

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	50.893.240,00
	45.617.890,00
	89,63
	5.275.350,00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	10.880.242.450,00
	10.579.740.399,00
	97,24
	300.502.051,00

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	356.500.000,00
	346.011.000,00
	97,06
	10.489.000,00

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	10.076.372.050,00
	9.801.255.575,00
	97,27
	275.116.475,00

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	447.370.400,00
	432.473.824,00
	96,67
	14.896.576,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.362.944.002,00
	1.329.579.564,00
	97,55
	33.364.438,,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	993.486.582,00
	979.937.797,00
	98,64
	13.548.785,00

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	-
	-
	-
	-

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	-
	-
	-
	-

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	150.500.000,00
	131.196.000,00
	87,17
	19.304.000,00

	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	-
	-
	-
	-

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	218.957.420,00
	218.445.767,00
	99,77
	511.653,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	1.844.374.137,00
	1.594.777.681,00
	86,47
	1.594.777.681,00

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	-
	-
	-
	-

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	-
	-
	-
	-

	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	245.822.025,00
	220.185.150,00
	89,57
	25.636.875,00

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
	1.598.552.112,00
	1.374.592.531,00
	85,99
	223.959.581,,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	10.032.206.863,00
	9.216.723.990,00
	91,87
	815.482.873,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	763.800.000,00
	733.114.946,00
	95,98
	30.685.054,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	9.268.406.863,00
	8.483.609.044,00
	91,53
	784.797.819,00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	4.464.016.286,,00
	3.130.683.258,00
	70,13
	1.333.333.028,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
	454.661.500,,00
	422.439.401,00
	92,91
	32.222.099,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.400.354.786,00
	1.400.354.786,00
	59,52
	566.825.283,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	720.000.000,00
	692.211.741,,00
	96,14
	27.788.259,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.889.000.000,00
	1.182.502.613,00
	62,60
	706.497.387,00

	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
	2.181.467.170,00
	2.136.569.295,00
	97,94
	44.897.875,00

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	105.537.460,00
	105.537.460,00
	93.96
	6.370.810,00

	Pembahasan Rancangan Perda
	1.880.584.100,00
	1.851.424.545,00
	98,45
	29.159.555,00

	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
	180.308.710,00
	170.952.800,00
	94,81
	9.355.910,00

	Penyusunan Tata Tertib DPRD
	15.036.900,00
	15.025.300,00
	97,94
	11.600,00

	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	3.697.700,00
	908.210.800,00
	98,90
	908.210.800,00

	Pembahasan KUA dan PPAS
	44.897.875,00
	175.005.100,00
	99,38
	1.129.600,00

	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	44.897.875,00
	140.955.500,00
	99,97
	44.500,00

	Pembahasan APBD
	204.630.500,00
	203.338.500,00
	99,37
	1.292.000,00

	Pembahasan Perubahan APBD
	216.652.500,00
	203.338.500,00
	98,17
	3.966.500,00

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	175.005.100,00
	171.307.400,00
	97,89
	3.697.700,00

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	8.979.909.210,00
	8.925.751.479,00
	99,40
	54.157.731,00

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
	2.346.640.240,00
	2.327.054.166,00
	99,17
	19.586.074,00

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
	2.154.201.850,00
	2.148.133.271,00
	99,72
	6.068.579,00

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
	2.235.224.500,00
	2.217.863.131,00
	99,22
	17.361.369,00

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
	2.129.983.600,00
	2.129.480.911,00
	99,98
	502.689,00

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	113.859.020,00
	103.220.000,00
	90,66
	10.639.020,00

	Peningkatan Kapasitas DPRD
	5.573.323.623,00
	5.367.622.110,00
	96,31
	205.701.513,00

	Orientasi DPRD
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Pendalaman Tugas DPRD
	1.739.485.548,00
	1.664.633.177,00
	95,70
	74.852.371,00

	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	3.374.988.175,00
	3.289.666.433,00
	97,47
	85.321.742,00

	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	20.000.000,00
	18.500.000,00
	92,50
	1.500.000,00

	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	420.000.000,00
	390.000.000,00
	92,86
	30.000.000,00

	Penyusunan Program Kerja DPRD
	18.849.900,00
	4.822.500,00
	25,58
	14.027.400,00

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	3.533.402.700,00
	3.089.436.932,00
	87,44
	443.965.768,00

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	49.414.700,00
	49.118.550,00
	99,40
	296.150,00

	Pelaksanaan Reses
	3.483.988.000,00
	3.040.318.382,00
	87,27
	443.669.618,00

	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	273.499.410,00
	219.379.330,00
	80,21
	54.120.080,00

	Penyusunan Kode Etik DPRD
	18.824.855,00
	18.784.200,00
	99,78
	40.655,00

	Pengawasan Kode Etik DPRD
	306.263.000,00
	289.508.600,00
	94,53
	16.754.400,00

	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	325.087.855,00
	308.292.800,00
	94,83
	16.795.055,00

	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
	-
	-
	-
	-

	Fasilitasi Tugas DPRD
	2.967.201.780,00
	2.946.712.271,00
	99,80
	20.489.509,00

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	2.203.647.880,00
	2.203.422.311,00
	99,99
	225.569,00

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
	35.553.900,00
	34.703.000,00
	97,61
	850.900,00

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
	728.000.000,00
	708.586.960,00
	97,33
	19.413.040,00

	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	36.694.724.096,00
	33.432.761.536,00
	93,55
	3.261.962.560,00

	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	35.253.708.696,00
	32.253.288.367,00
	91,49
	3.000.420.329,00

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	1.168.000.000,00
	1.101.025.000,00
	94,27
	66.975.000,00

	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	273.015.400,00
	78.448.169,00
	28,73
	194.567.231,00

	Layanan Administrasi DPRD
	1.809.092.097,00
	1.639.610.000,00
	98,25
	169.482.097,00

	Fasilitasi Fraksi DPRD
	119.060.157,00
	118.270.500,00
	99,34
	789.657,00

	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	1.690.031.940,00
	1.521.339.500,00
	90,02
	168.692.440,00

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
	-
	-
	-
	-

	 
	103.730.294.435,00
	94.460.538.113,00
	91.06
	9.269.756.322,00


Dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 sebesar       Rp. 94.460.538.113,00,- dari Pagu Anggaran Rp. 103.730.294.435,00,- atau 91,06%, jika dibandingkan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 52.411.994.399,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp. 56.239.784.725,- atau 99,19% maka disimpulkan penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh  karena di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2022 memiliki 2 (dua) program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan memiliki 66 Sub Kegiatan yang mendukung memfasilitasi dan meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat direalisasikan sebesar 91,06%. 2 (dua) Program yang dimaksud adalah :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Sebagaimana ke-dua (2) program tersebut diatas, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 1 (satu) program prioritas untuk meningkatkan kinerja DPRD sesuai fungsinya dan 1 (Satu) program pendukung untuk mendorong meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sehingga menghasilkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.

Program Prioritas

DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai fasilitator, telah melaksanakan 1 (satu) program prioritas dalam 1 (satu) Tahun Anggaran di tahun 2021 melalui program “Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” dengan perolehan potensi/pagu anggaran sebesar Rp. 79.251.560.997,00,-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan fungsinya dengan menitik beratkan melalui kegiatan-kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. 
Untuk meninjau keberhasilan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dapat diukur dari target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 di tahun 2022 terhadap kinerja DPRD yaitu : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah sebesar 19 Perda dengan capaian realisasi sebesar 5 Perda.
Adapun keberhasilan program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain:
8. 
Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan - Peraturan Daerah;
Sebagaimana fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Lembaga Legeslatif Daerah yang di dukung oleh kinerja Sekretariat DPRD, maka pada tahun 2022 DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah menghasilkan 19 (sembilan belas) Keputusan DPRD yakni adalah :
	No.
	Nomor / Tanggal Keputusan Pimpinan DPRD
	Tentang

	1.
	NOMOR 1 TAHUN 2021

6 JANUARI 2021
	RENCANA KERJA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021

	2.
	NOMOR 2 TAHUN 2021 

26 APRIL 2021
	USUL PENGESAHAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA MASA JABATAN 2016 - 2021  

	3.
	NOMOR 3 TAHUN 2021

6 JANUARI 2021
	PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMISI DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA  

	4
	NOMOR 4 TAHUN 2021

16 JANUARI 2021
	PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMISI DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

	5.
	NOMOR 5 TAHUN 2021

16 JANUARI 2021
	PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

	6.
	NOMOR 6 TAHUN 2021 29 MARET 2021
	PERUBAHAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA 

	7.
	NOMOR 7 TAHUN 2021 29 MARET 2021
	PERUBAHAN KEAANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA 

	8.
	NOMOR 8 TAHUN 2021 29 MARET 2021
	PANITIA KHSUSU DPRD PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

	9.
	NOMOR 9 TAHUN 2021 11 MEI 2021
	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2021

	10.
	NOMOR 12 TAHUN 2021 18 MEI 2021
	PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI UTARA

	11.
	NOMOR 14 TAHUN 2021 24 MEI 2021
	PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA USUL PRAKARSA DPRD MENJADI PRAKARSA DPRD

	12.


	NOMOR 15 TAHUN 2021 28 MEI 2021
	PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG IRIGASI

	13.
	NOMOR 16 TAHUN 2021 15 JUNI 2021
	PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYERTAAN BARANG MILIK DAERAH KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT

	14.
	NOMOR 20 TAHUN 2021 12 JULI 2021
	PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK

	15.
	NOMOR 26 TAHUN 2021 6 SEPTEMBER 2021
	PANITIA KHSUS DPRD PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

	16.
	NOMOR 27 TAHUN 2021 6 SEPTEMBER 2021
	PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

	17.
	NOMOR 28 TAHUN 2021 13 SEPTEMBER 2021
	PERUBAHAN KEAANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

	18.
	NOMOR 31 TAHUN 2021 27 SEPTEMBER 2021
	RENCANA KERJA TAHUNAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 22

	19
	NOMOR 35 TAHUN 2021 17 NOVEMBER 2021
	PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022




Sumber :  Bagian Persidangan Sekretarit DPRD Prov. Sulut
9.      Melakukan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di Sulawesi Utara, maka DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan Sekretariat DPRD sebagai fasilitator di tahun 2022 telah melakukan hearing/dialog serta berkoordinasi antara lain dengan :
· Rapat Hearing Komisi IV Bersama Dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov Sulut dan Pimpinan PT. Citraland Manado terkait dengan aspirasi masyarakat tentang pembayaran upah kerja dan dampak lingkungan dikawasan citraland.
· Rapat Hearing Komisi I Bersama Dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Prov Sulut, mengenai Aspirasi Masyarakat terkait dengan capaian kinerja tahun 2021 dan program kegiatan tahun 2022.
· Rapat Hearing Komisi I Bersama Dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Prov Sulut dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov Sulut, terkait dengan capaian kinerja tahun 2021 dan program kerja tahun 2022.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Mitra Kerja terkait dengan program kerja Triwulan I.
· Rapat Hearing Komisi I Bersama Dengan Inspektorat Daerah Prov Sulut dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov Sulut terkait dengan Program Kegiatan Tahun 2021
· Rapat Hearing Komisi IV Bersama Dengan Dinas Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-nembo, Rumah Sakti Umum Noongan, Rumah Sakit Jiwa (RSJ Ratumbuisang) dan Rumah Sakit Mata Daerah dalam rangka mengevaluasi program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
· Rapat Hearing Komisi I Bersama Dengan Inspektorat Daerah Prov. Sulut dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov. Sulut Terkait capaian kinerja tahun 2020 dan program kegiatan tahun 2021
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan PT. PLN Persero  Wilayah Suluttenggo, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Daerah Prov Sulut dan Perwakilan Masyarakat Kec. Likupang Timur terkait dengan ganti rugi pembebasan tanah ACCES ROAD PLTG dan tanah gardu induk PLN, ganti rugi pembebasan tanah yang dijual oleh oknum-oknum tertentu di Marisnow-pantai Paal-Pulisan dan ganti rugi Pembebasan tanah pembangunan jalan dilokasi tanah marinsow-pantai paal-pulisan.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulut, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan PT. APRO MEGATAMA terkait dengan Program kegiatan Tahun 2021.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Mitra Kerja terkait dengan Realisasi Anggaran APBD, Dana Alokasi Khusus dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perumhan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov Sulut terkait dengan Progres Pemulihan Ekonomi Nasional 1 dan Persiapan Pemulihan Ekonomi Nasional 2.
· Rapat Hearing Komisi IV Bersama Dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov Sulut dan Perwakilan Eks Karyawan PT. Pembangunan Perumahan Presisi, Tentang Penetapan dan Perhitungan Upah Karyawan.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Balai Pelaksanaan  Jalan Nasional (BPJN) XV, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, PT. Sukses Mekar Abadi (SMA), Direktur Pengembang Greenhill Residen dan Direktur Malendeng Residen terkait dengan aspirasi dari Masyarakat Perkamil dan Masyarakat Kelurahan Wanea Lingk 4 Kota Manado.
· Rapat Hearing Komisi I Bersama Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sulut dan Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Prov. Sulut terkait dengan capaian kinerja Tahun 2020 dan Program Kerja Tahun 2021.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov Sulut, Dinas Perhubungan Daerah Prov. Sulut dan Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XXII Prov. Sulut terkait dengan Pengelolahan Terminal AKAP Liwas.
· Rapat Hearing Komisi I Bersama Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sulut dan Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Prov. Sulut terkait dengan capaian kinerja Tahun 2020 dan Program Kerja Tahun 2021.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sulut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado, Badan Penanggulanganm Bencana Kota Manado dalam Rangka Koordinasi terkait dengan Penanggulangan Bencana di Kota Manado.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV, Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah XXII Prov. Sulut terkait dengan Evaluasi Program Kerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 dan Evaluasi Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 serta Rapat dengar Pendapat Bersama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut Mengenai Progres Pembangunan Manado Outer Ringroad (MORR) III dan Boulevard II.
· Rapat Hearing Komisi I Bersama Dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Sulut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut terkait dengan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Program Kerja Tahun 2021 serta Realisasi Penyaluran Anggaran Dana Desa Tahun 2020.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Mitra Kerja Terkait Evaluasi Program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.
· Rapat Hearing Komisi II Bersama Dengan  Sekretariat Daerah Prov Sulut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut terkait dengan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Program Kerja Tahun 2021 serta Realisasi Penyaluran Anggaran Dana Desa Tahun 2020.
· Rapat Hearing Komisi IV Bersama Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Minahasa, Koordinator Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kab. Minahasa, Kepala Dinas Kesahatan Daerah Prov. Sulut, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Suluttenggomalut, Kepala Cabang Tondano BPJS Kesehatan terkait dengan Pemutusan Kerja Sama dengan Pemerintah Kab. Minahasa.
· Rapat Hearing Komisi III Bersama Dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Daerah Prov. Sulut. terkait dengan Evaluasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2020 sekaligus Koordinasi terkait Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.
10. Melakukan Rapat - Rapat oleh Alat Kelengkapan Dewan;

Dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsinya, DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan Sekretariat DPRD sebagai fasilitastor DPRD telah melakukan rapat-rapat sesuai dengan fungsi Alat Kelengkapan Dewan sebagai berikut :
a. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
Badan Legeslatif Daerah (Bapemperda) merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Balegda menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
Kegiatan rapat-rapat pada Bapemperda yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :
	No
	Kegiatan

	1
	RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) SULAWESI UTARA  

	2
	RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

	3
	RANPERDA TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	4
	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA 2014-2034

	5
	RANPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	6
	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAERAH 

	RANPERDA PRAKARSA GUBERNUR SULAWESI UTARA :

	1
	RANPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN PEMUDA DI PROVINSI SULAWESI UTARA 

	2
	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANAU TONDANO;

	3
	RANPERDA TENTANG KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

	4
	RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RISET INOVASI DAERAH (BRIDa);

	5
	RANPERDA TENTANG JARINGAN UTILITAS

	DAFTAR KUMULATIF TERBUKA, RANPERDA :

	1
	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022

	2
	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN RAKYAT DALAM BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DI SULAWESI UTARA;

	3
	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

	4
	APBD TAHUN ANGGARAN 2024;


Sumber :  Bagian Persidangan Sekretarit DPRD Prov. Sulut
b. Badan Musyawarah;
Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan Anggota Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi dan Badan Anggaran. Bamus terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya, adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bamus merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah Sekretaris Bamus bukan Anggota. Bamus di bantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. 
Adapun kegiatan rapat-rapat pada BAMUS yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :

· Melakukan rapat dalam rangka menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; 

· Rapat untuk memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 

· Melakukan rapat guna meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; 

· Rapat dalam rangka melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah; 

· Melakukan pembahasan untuk menetapkan jadwal acara rapat Paripurna DPRD; 

· Melakukan pembahasan guna untuk memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat; 

· Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan; 

· Rapat dalam rangka merekomendasikan pembentukan Pansus; 
c. Badan Anggaran;

Badan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD. Adapun kegiatan rapat-rapat pada BANGGAR yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :

· Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. 

· Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara; 

· memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 

· melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang DPRD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd berdasarkan hasil evaluasi menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi bersama tim anggaran pemerintah daerah; 

· melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; 

· memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; 

· mengikuti pelatihan dan pendalaman tugas banggar;

· menyampaikan laporan kinerja Banggar dalam rapat paripurna DPRD pada setiap akhir masa persidangan I, II dan III.
d. Badan Kehormatan;

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.  Pembentukan BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
Adapun kegiatan rapat-rapat pada BK yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :
· Melaksanakan Penetapan atas Pergantian Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
· Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Badan Kehormatan Se-Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan DPRD;
11.  Melakukan Rapat - Rapat/Sidang Paripurna;

Kegiatan rapat-rapat / sidang Paripurna yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain tentang :

	No
	Kegiatan

	1
	Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan KeTiga Tahun 2021 serta penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses ketiga Tahun 2021 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022

	2
	Rapat Paripurna DPRD Dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Prakarsa Gubernur Tentang Irigasi

	3
	Rapat Paripurna DPRD Dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

	4
	Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021

	5
	Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023

	6
	Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023

	7
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Sumber :  Bagian Persidangan Sekretarit DPRD Prov. Sulut
12.  Melakukan Kegiatan Reses dan Sosialisasi Peraturan Daerah;
Kegiatan reses bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing Daerah Pilihan DPRD oleh 45 anggota DPRD yang masing-masing anggota melakukan 3 (tiga) kali reses, yakni reses I buka tahun anggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Periode 2019 - 2024 dan reses I Anggota DPRD Periode 2019 – 2024. Setiap kegiatan reses dilakukan selama 8 hari, dan Sosialisasi Peraturan Daerah I yang dilakukan selama 4 hari.
13.  Program Pendukung
Guna untuk mendukung kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara dimana Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai fasilitatornya mempunyai 1 (satu) program pendukung sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar                     Rp. 76.533.274.228,-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan program pendukung bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan pelayanan administrasi perkantoran melalui :
· Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

· Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

· Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

· Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
· Administrasi Umum Perangkat Daerah;
· Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
· Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
· Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
· Fasilitasi Keprotokolan;
· Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
· Layanan Administrasi DPRD.
b. Program Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 1.690.031.940;
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan merupakan program yang bertujuan untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD untuk mempublikasikan Hasil Kerja dari Anggota DPRD tapi dalam pelaksanaan Kegiatan Pameran Promosi tidak dilaksanakan terkait dengan efisiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2022 tidak melaksanakan kegiatan Pameran Promosi di Kaiwatu – Mapanget Manado.
B. REALISASI ANGGARAN

Selain pertanggungjawaban kinerja program, maka perlu kiranya dilihat sejauh mana penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 dibiayai dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2022.
Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 secara garis besar terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan realisasi sebagai berikut :
Tabel 3.6. Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran
	Sasaran strategis 
	 Kegiatan Penunjang
	APBD TAHUN 2022
	Realisasi Anggaran Tahun 2022
	%    Capaian
	Lebih / (Kurang)

	1
	2 
	3
	4
	5
	6

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

	Fasilitasi Keprotokolan
	195.045.925,00
	175.119.987,00
	89,78
	19.925.938,00

	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	73.502.200,00
	73.017.150,00
	99,34
	485.050

	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
	11.820.956.001,00
	9.538.786.917,00
	80,69
	2.282.169.084,00

	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
	74.456.940,00
	67.141.944,00
	90,18
	7.314.996,00

	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	10.880.242.450,00
	10.579.740.399,00
	97,24
	300.502.051,00

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.362.944.002,00
	1.329.579.564,00
	97,55
	33.364.438,00

	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.844.374.137,00
	1.594.777.681,00
	86,47
	249.596.456,00

	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	10.032.206.863,00
	9.216.723.990,00
	91,87
	815.482.873,00

	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.464.016.286,,00
	3.130.683.258,00
	70,13
	1.333.333.028,00

	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	36.694.724.096,00
	33.432.761.536,00
	91,11
	3.261.962.560,00

	
	Layanan Administrasi DPRD
	1.809.092.097,00
	1.639.610.000,00
	90,29
	169.482.097,00

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	
	
	
	
	

	
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
	2.181.467.170,00
	2.136.569.295,00
	97,94
	44.897.875,00

	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran 
	918.341.100,00
	908.210.800,00
	98,90
	10.130.300,00

	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
	8.979.909.210,00
	8.925.751.479,00
	99,40
	54.157.731,00

	
	Peningkatan Kapasitas DPRD 
	5.573.323.623,00
	5.367.622.110,00
	96,31
	205.701.513,00

	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 
	3.533.402.700,00
	3.089.436.932,00
	87,44
	443.965.768,00

	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 
	325.087.855,00
	308.292.800
	94,83
	16.795.055,00

	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah 
	-
	-
	-
	-


Dari aspek keuangan, kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memfasilitasi kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 91,06%. Dimasa yang akan datang diharapkan perencanaan dan serapan anggaran dapat dilakukan lebih maksimal dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan guna meningkatkan dukungan terhadap kinerja DPRD.
Jika dilihat dari komposisi keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada serapan anggaran alokasi belanja langsung telah merealisaikan serapan anggaran hingga mencapai 91,06%. Kondisi serapan ini sangat di pengaruhi oleh realisasi anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 24.478.733.438,-  yang merupakan program prioritas DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legeslatif. Jika dibandingkan nilai anggaran belanja langsung sebesar Rp. 79.251.560.997,00,- dengan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp 24.478.733.438,-  maka Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mendominasi hingga 97,33% dari total anggaran belanja langsung. Dari angka persentase tersebut dapat diketahui bahwa tingkat serapan anggaran sebesar 91,06% pada belanja langsung sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan kinerja DPRD pada program tersebut. 
Ditahun 2022 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 24.478.733.438,-  telah mengalami penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.478.733.438,- dan terjadi SILPA pada periode Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 2.430.416.123 atau sebesar 2,57% dari Anggaran pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk Periode Tahun Anggaran 2022.
C. CAPAIAN PRESTASI SEKRETARIAT DPRD
Secara umum capaian prestasi yang dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah pencapaian Opini BPK RI terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan dengan memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang secara tidak langsung merupakan buah kerja dari seluruh Perangkat Daerah termasuk didalamnya peran serta kinerja dari Sekretariat DPRD. Hal lain yang dicapai secara spesifik adalah peningkatan kinerja Sekretarit DPRD dalam memeberikan service atau pelayanan serta mampu menfasilitasi setiap agenda kerja DPRD secara khusus terhadap kinerja DPRD sehingga dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang dimulai dari Pembahasan KUA PPAS sampai pada tahapan Penetapan APBD, kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai jadwal dan mekanisme penyusunan APBD sesuai yang tertuang Permendagri 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan Pimpinan serta berbagai pihak yang berkepentingan, selain itu walaupun secara kuantitas sangat terbatas dukungan kemampuan personilyang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian Kinerja di Tahun 2022 ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2022 dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan di tahun berikutnya sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021. Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja utama (IKU). 
B. Permasalahan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi  untuk memberikan dukungan teknis, administrasi dan dukungan keahlian serta untuk memenuhi penyesuaian peran dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara ada beberapa permasalahan utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum sepenuhnya optimal;

2. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara karena Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD terhadap jumlah Peraturan Daerah sebagaimana RPJMD tahun 2014-2019 yang dihasilkan setiap tahunnya bukan menjadi kewenangan Sekretraiat DPRD.
C. Langkah Ke Depan
Dimasa yang akan datang, Sekretariat DPRD mempunyai langkah-langkah strategi dalam meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD antara lain:
1. Meningkatkan pelayanan terhadap DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui jumlah Fasilitasi Perda yang dihasilkan, dan Persentase Fasilitasi Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. Dan persentase fasilitasi rapat - rapat Dewan tepat waktu. 
2. Meningkatkan sumber daya manusia utamanya dalam memberikan layanan kepada DPRD melalui kinerja staf AKD;

3. Meningkatkan Pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat ke DPRD dan persentase keluhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
4. Meningkatnya sarana pendukung kebutuhan kedewanan dan persentase ketersedian sarana pendukung penyelesaian tugas kedewanan.
5. Tersediannya sumber daya yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD dan persentase aparatur Sekretariat DPRD yang telah mengikuti pelatihan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
7. Melakukan keikutsertaan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, sosialisasi maupun pendidikan lainnya baik formal maupun non formal dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
8. Melakukan penataan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan kompetensinya;
9. Melaksanakan proses tertib administrasi sesuai dengan standar  operasional prosedur yang ditetapkan;

10. Meningkatkan tingkat disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

11. Menciptakan kelancaran dan kenyamanan bekerja;
12. Menindaklanjuti persepsi Anggota DPRD terhadap kinerja layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.
Dengan langkah-langkah dimasa yang akan datang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami kegagalan/kemunduran dan sekiranya perlu bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk selalu memperbaiki/meningkatkan kinerjanya di setiap tahun pelaksanaan anggaran.
Akhir kata, kami beserta segenap Aparatur Sekretariat DPRD mengharapkan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerjadan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat maupun kepada stakeholders yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022
  Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita, Terima kasih.
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